
WALIKOTA MADIUN 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN 

NOMOR 30 TAHON 2018 

TENTANG 

PERUBABAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 38 

TAHON 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN 

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN 

Menimbang 

Mengingat 

WALIKOTA MADIUN, 

a. bahwa sehubungan dengan adanya be-be-rapa perubahan 

tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perdagangan maka 

Peratura:n Walikota Madiun Nomor 38 Tabun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas 

dan Fungsi, serta Tat.a Kerja Dinas Perdagangan 

dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diubab; 

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Madiun Nomor 38 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Togas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan ; 

I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentuka.n Peraturan Perundang-undangan ; 

2. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Lentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubab 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015; 

4. Peraturan Pemerinta.h Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Oaerah ; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 

Oinas dan Unil Pelaksana Teknis Daerah ; 



Menetapkan 

7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Per--d.Ilgkat Daerah. 

8. Peraturan Daerab Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 38 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan ; 

MEMUTOSKAN : 

PERATURAN WALlKOTA MADIDN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 38 

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSJ SERTA TATA 
KERJA DAERA.H DINAS PERDAGANGAN. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun 

Nomor 38 Tahun 2016 tcntang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Rincian Togas dan Fu.ngsi, serca Tara Kerja 

Dinas Perdagangan (Serita Daerah Kota Madiun Tahun 2016 

Nomor 38/G), diubah sebagai bcrlkul : 

I. Kctentuan angka I huruf c dan huruI d ayal (I) PasaJ 3 

diubab, sehingga Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 3 

(I) $usu.nan Orga.nisasi Dinas terdi.ri dari : 

a. Unsur Pimpinan Kepala Dinas ; 

b. Unsur Pembantu : SckretariaL; 

c. Unsur Pelaksana 

1. Bidang Usaha Perdagangan ; dan 

2. Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat ; 

d. UPTD Metrologi Legal; dan 

e. Kelompok Jabatan l<'ungsional. 

(2) Dinas dip1mpin oleh seorang Kepala Dinas yang bcrada 

di bawah dan bcrtanggung jawab kepada Walikota 

rnelalui Sekretaris Daerah. 
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(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekret.aris yang 
berada di bawab dan bertanggung jawab kepac\a 

Kepala Din.as. 
(4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. 
(5) UP'l'D dipirnpin oleh seorang Kepala UP'l'D yang berada 

di bawah dan bert.anggung jawab kepada Kcpala 
Dinas. 

(6) Kelornpo.k Jabatan Fungsional dlpirnpin oleh seorang 

Tenaga Pungs1onal Senior yang dirunjuk oleh Kcpala 

Dinas. 
(7) Bagan Susunan Organlsasl Dinas sebagaimaaa 

dimaksud pada ayat ( I) LercanLum dalam Lampiran 

Peraturan Walik.ota in1. 

2. Diantara huruf r dan huruf g ayaL (2) Pasal 5 disisipkan 

1 (satu) huruf yakni hurur fl, sehingga Pasal 5 sccara 
keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

( l) Sekrctarial sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 3 

ayat (1) hurur b mempunyai tugas melaksanakan 

kebijakao pdayanan administrasi kepada semua 
unstir dl llngl<ungan Dinas meliputi pengelolaan 
administrasi umum, keuangan, perencanaan, 

kepegawaian dan rumah tangga. 

(2) Unt:uk mela.ksanakan tu.gas sebagaimana dimaksud 
pada ayaL (I), SekrerariaL mempunyai rungsi : 
a . pcrumusan kebijakan leknis, penyusunan 

percncanaan program kerja dan evaluai,i 

pelaksanaan tugas-tugas pada Sekrei.ariat; 
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program 

kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang 
secara terpadu dan tugas pelayanan adrninisll'atir; 

c. pengclolaao administrasi umum, rumah tangga, 

dan perlengkapan : 
d. pengelolaan urusan kebumasan. clan keprotokolan 

di lingkungan Dinas ; 

e. pengelolaan adminislrasi dan pembinaan 

kepcgawaian di lingkungao Dinas ; 
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f. pelaksanaan a.dministrasi keuangan dan 

pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas ; 

fl. penyusunan rencana program, pelaksanaan/ 

pengadaan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana di lingkungan dinas; dan 

g. pclaksanaan tugas lain yang bersifaL kcdinasan yang 
diberikan oleh Kepala Dinas. 

3. Diantara huruf h dan huruf i ayat (1) disisipkan l (satu) 

huruf yaJ..'11i huruI hl. sehingga Pasal 7 sccara 
kcseluru.han bcrbunyi sebaga.i berikuL : 

Pasa17 

(J) Sub Bagian Urnum dan Keuangan sebagaunana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (I) huruf a mempunya1 
tugas: 

a. melakukan penyusunan pcrencanaan program 

dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugaR pada Sub 

Bagian UmLtm dan Keuangan ; 

b. mc::lakukan urusan sural-menyurat dan tata 

kcarsipan; 

c. melak:ukan urusan rumah tangga dan keamanan 
k:anLor , 

d. melakukan urusan kchumasan, protokolE>r, 

upacara dan rapat dinas; 

e. melakukan urusan pengendalian tata usaha 

pcngadaan, peny1mpanan, pcndlstribus1an, 

pengadministrasian dan perawataa barang-barang 

iaventaris dinas sesuai ketentuan peraturan 

pcrundang-undangaa ; 

f. melaksanakan penatausahaan keuangan dan 

pcrtanggungjawaban keuanga.n ; 

g. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji 

pegawai; 

h . mengkoordinasikan dan menghimpun bahan­

bahan untuk kcperluan pcnyusunan dokumen 

yang memuat pendapat.an, belanja dan 

pembiayaan yang cligunakan sebaga.i dasar 

pelaksanaan anggaran olch pengguna anggaran 

serta pcrubahannya di lingkungan Dinas; 
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h I . menyiapkan bahan penyusunan rcncana program, 

melaksanakan/mengadakan dan rnemelihara 

sarana dan prasarana di lingkungan dinas ; dan 

i. melaksanakan lugas lain yang b..:rsifat kedinasan 
yang diberikan oleh SekreLaris. 

(2) Sub Bagian Per,·11canaan dan Kepcgawaian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayaL {1) huruf b 

rnernpunyai Lugas: 

a. melakukan penyi1sunan pe:rencanaan program 

kerja dan cvaluasi pelaksanaan lugas-tugas pada 

Sub Bagian Perc11canaan dan Kepegawaian; 

b. mclakukan pcnvusunan percncanaan program. 

evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas ; 

c. mt·ngkoordinasikan dan mcnghimpun bahan­

bahan untuk keperluan penyusunai1 dokumen 

perencanaan dan pcnganggaran yang berisi 

rencana pcndapatan, rencana belanja program 

dan kcgi.itan SKPD scrta rencana pcrnbiayaan 

scbagai dasar penyusunan APBD serta 

perubahannya di lingkungan Dinas; 

d. menyusun, mengolah dan memelihara data 

adminiscrasi kepegawnian serta data kegiatan yang 

berhubunga.n dengan kepegawaian d i lingkungan 

Dinas; clan 

e. melakuka.n tugas lain yang bersifat kedinasan 

yang diberi.ka.n oleh Sekrctaris. 

4. Ketentuan ayat (ll diubah, huruf a ayat (2) diu.bah clan 

huruf d ayat (2) Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 sccara 

keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 8 

( I) Bidang Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayal (I) huruf c angka I mcmpunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang 

mcliputi mcayelcnggarakan, merumuskan, dan 

melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Usaha 

Perdagangan. 
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(2) Untuk mela.ksanakan tugas sebagalmana dimaksud 

pada ayal (1), Bidang Usaha Perdagangan mempunyai 

fuogsi: 

a. penyusuoan kebijakan teknis, perencanaan program 

dao evaluasi pelaksanaan tugas-t:Ugas pada Bidaog 

Usaha Perdagangan ; 

b. pela,ksanaan bimbingan usaba perdagangan dan 

perlindungan konsumen ; 

c. pendaftaran dan pengawasan pcndaftaran 

perusahaan; 

d. d.ihapus; 

e. pelaksanaan pengawasan distribusi ; 

f. pemberian rckornendasi pemecahan masalah 

terkail kelersediaan barang keburuhan pokok dan 

barang penting di tingkat daerah ; 

g. pelaksanaan pernbinaao, bimbingan terhadap 

pelaku usaha, pelayanan pengaduan dan fasililasi 

kelembagaan perlindungan konsumen ; dan 

h. pelak:saoaan tugas lain yang bersifat kedinasan 

yang diberi.kan oleh Kepala Dinas. 

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 

secara keseluruhan berbunyi sebagai berlkut: 

Pasal9 

(1) Bidang Usaha Perdagaogan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 lerdirl dari : 

a . Seksi Pendaftaran Perusahaan ; 

b. Seksi Stabilisasi Baraog Pokok dao Penting ; dan 

c. Seksi Prom0si Perdagangan. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) masing­

masing dipimpin oleh seoraog Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Perdagangan. 
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6. Kelentuan hurt.if g ayat (l), ayat (2), huruf j ayat (3) Pasal 

10 diubah, huruf b ayat (3) Pasal 10 diha pus. sehingga 
Pasal 10 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 

PasallO 

(I) Seksi Pendaftaran Perusahaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai 

tugas: 
a. melaJ,.;ukan penyusunan perencanaan Program 

dan Evaluas1 pclaksanaan tugas tugas pada Seksi 
Pendaftaran Perusahaan ; 

b. mclakukan pembinaan dan pengawasan 
pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa 

dist.ribus1 : 
c. melakukan pengawasan, pelaporan pelaksanaan 

dan penyelcnggaraan scrta penyajian informasi 
pelaksanaan wajib daftar perusahaan ; 

d . mclakukan pembinaan, penataan, monitoring dan 
evaJuasi kegiatan pedagang kaki lima; 

e. rnemcriksa dokumen pencrbitan surat izin dan 
menyusw1 sta.ndar operasional prosedur bagi 

pencrbitao izin usaba perdagangan minuman 
beralkohol golongan B dan C untuk pengecer da.n 

penjual langsung minum ditempat; 
f. merencanakan sosialisasi Norma, Standar, 

Prosedur dan Kritcria terkait penerbitan sura.t izin 

u.saha pcrdagangan minumao beralkohol golongan 
B dan C untuk pengecer dan pcnjual langsung 

minum ditcmpat ; dan 
g. melaksanakan rugas lain yang bersifat kedinasan 

yang dibcrikan oleh Kepala Bidang Usaha 

Perdagangan. 
(2) Seksi Stabiltsas1 Barang Pokok dan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

huruf b mempunyai tugas : 

Penung 

ayat (l) 

a. n1elakukan pcnyusuna.n percncanaan program 

dan cvaluasi pelaksanaan tugas-lugas pada Scksi 
Stabilisasi Barang Pokok dan Penting; 

b. melakukan penyelenggaraan, pembinaan dan 
pengawasan, monitoring dan evaluusi kegiatan 

informasi pasar dan stabillsasi harga ; 
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c. melakukan pembinaan dan pengawasan, 
monitoring dan evaluasi kegiatan peningkaLan 
pcnggunaan procluksi dalam ncgcri ; 

d. melakukao pembinaan dan pengawasa.n, 

monitoring dan evaluasi sarana pcrdagangan 
(pasar/toko modem, gudang dan pedagang kaki 
lima) dan sarana penunJang perdagangan (jasa 
parneran, konvensi, dan seminar dagang) ; 

c. melakukan pembinaan dan pemberdayaan Petugas 
Pengawas Harga Barang Beredar dan Jasa ; 

f. melaksanakan dan melaporkan sistem informasi 
perdagangan da□ penyusunan potensi usaha di 
sektor perdagangan ; 

g. melakukan koordinasi, sosialisasi monitoring dan 
masukan sebagai bahan pertimbangn perumusan 
kebijakan ekspor dan impor ; 

h . mclakukan sosialisasi dan pcnerbitan Anglea 
Pengenal Importir ; 

1. memberikan bahan masukan, sosialisasi, fasilit.asi, 
koordinasi pclaksanaa□ monitoring dan pelaporan, 
penyediaan infonnasi potensi ekspor daerah 

sebagai bahan pcrtimbangan perumusan 
kebijakan; 

J• mcrencanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan 
yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, 
kesehatan da.n lingkungan hidup ; 

k. mcnganalisis konsep informasi kcterscdiaan stok 
barang kebutuhan pokok dan barang penti□ g ; 

1. merencanakan pelaksanaan operasi pasar dalam 
rangka stabilitasi harga pangan pokok; 

m. menyusun renca□a pelaksanaan pengawasan 
pupuk da□ peslisida t.ingkat daerah dalam 
melakukan pelaskanaan pengadaan, penyaluran 
dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah 

kerjanya ; dan 
n. melaksanakan tugas lain yang bcrsifat kedinasan 

yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha 

Perdagangan. 
(3) Seksi Promosi Perdagangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayal ( 1 J huruf c mempunyai tugas : 
a. melakukan penyusunan perencanaan program 

dan evaluasi tugas tugas Seksi Promosi 

Perdaga□gan ; 
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b. dihapus; 
c. menyusun rencana pan,eran dagang nasional bagi 

produk ekspor Ltnggulan ; 

d. menganalisis informasi rencana penyelenggaraan 

pameran dagang dan persyaratan untuk mengikuti 

pameran melalui media internet atau media lain ; 

e. rnercncanakan dan rnclaksanakan pclalihan ba.gi 

para calon eksportir ; 

f. merencanakan pclaksanaan pa.meran dagang lokal 

bagi produk ekspor unggulan ; 

g. merencanakan pelaksanaan m1s1 dagang bagi 

produk ekspor unggulan ; 

h. menganalisis konsep penda.mpinga11 kepada 

cksportir untuk produk unggulan yang akan 

diekspor dalam Provinsi (lintas daerah 

Kabupaten/Kota) serta negara cujuan ckspor; 

I. mercncanakan pelaksanaan informasi tcrkall 

perlindungan Hal< Kekayaan lnlelektual dan 

informasi tcntang Standar Nasional Indonesia : 

j . menyusun rcncana kegiatan promosi dan 

pcningkatan penggunaan produksi dalam negeri ; 

dan 
k. rnclaksanakan Lugas lain yang bcrsifaL kedinasan 

yang diberikan olch Kepala Bidang Usaha 

Pcrdagangan. 

7. Diancara huruI r dan huruf g ayat (2) Pa.sat 13 disisipkan 

I (salu) huruf yakni huruf fl, schtngga Pasal 13 secara 

keseluruhan berbunyi sebagai berik.uL : 

Pasal 13 

[!) Seksi Rcu-ibusi dan Peri.zinan scbagaimana dimaksud 

da.lam PasaL 12 ayat (I) huruf a mempunyai tugas : 

a. melakukan penyusunan 

cvaluasi pclaksanaan 

Retribus1 clan Pcrizinan ; 

perencanaan program dan 

cugas-tugas pads St>ksi 

b. melakuka.n penclartaran atas permohonan atau 

permintaan tempal berjualan ; 
c. rnelakukan pencntuan ret.rlbusi at.as permohonan 

alau perminL.aan lempaL berjualan , 
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d. melakukan penyiapan bahan dalam memberikan 
izin penempalan pedagang, izin perpanjangan atas 

permohonan penggunaan tern-pat berjualan dan 

pembuatan Surat lzin Penempatan ; 

e. melakukan evaluasi alas penggunaan tempat 
berjualan ; 

f . melakukan pendataan serta pcnataan pedagang, 
pedagang tidak tetap dan Pedagang Kaki Lima di 

lokasi pasar ; 
g. melakukan pemroscsan kerjasama pengelolaan 

fasililas pendukung pasar ; 
h. melakukan koordinasi dan pemrosesan izin 

terhadap penggunaan lahan di lingkungan pasar ; 
i. melakukan evaluasi dan rnenenlukan betas waktu 

penggunaan atau penempatan tempat berjualan; 
J. rnelakukan pemungulan relribusi terhadap para 

pedagang yang bcrjuaJan di llngkungan pasar ; 

k. melakukan penerimaan setoran relribusi serta 
melaln1kan penagihan kepada pemakai fasilitas 
pasar daJam jangka waktu yang telah ditetapkan ; 

dan 
I. melakukan tugas lain yang bcrsifat kedinasan 

yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan 

Pasar Rakyat. 
(2) Seksi Sarana Prasarana dan Ketertiban sebagaimana 

dimaksud daJam Pasal 12 ayat (l) huruf b 

mempunyai tugas : 
a. mela.kukan penyusunan perencanaan program 

dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi 
Sarana Prasarana dan Ketertiban ; 

b. melakukan penyusunan petunjuk teknis centang 
pelaksanaan kebersihan di lingkungan pasar serta 
melakukan koordinasi dalam rangka pela.ksanaan 

kebersihan di lingkungan pasar ; 
c. melakukan pemilahan dan pengolahan sampah 

pasa;r serta melakukan koordinasi pengangkutan 
dan pembuangan sampah dari tempal 

pembuangan sampah sementai-a di pasar ke 
lempat pembuangan sampah akhir ; 

d. melakukan pemcliharaan peralalan sarana dan 
prasarana kebersihao sen.a melakukan 
pemeliharaan dan perawatan tempal berjualan 

serta fasilitas lain yang menjadi invcntaris pasar; 
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e . melak\.lkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan 

pemeliharaan den mcnjaga kerapian bangunan, 

bak dan tempat sampah scrta sarana dan 

prasarana lainnya di lingkungan pasar; 

f. melakukan koordinas1 dalam rangka inventarisasi 

bangunan, tempat berjualan dan tempat serta 

peralatao yang lainnya ; 

fl. menyiapkan bahan perencanaan program, 

melaksanakan/ mcngadakan serta memclihara 

sarana dan prasarana d i lingkungan pasar ; 

g. melakukan koordinasi dalam rangka pe-rencanaan 

kebutuhan peralat.an untu.k pcmeliharaan 

bangunan pasar dan fasilitas yang lainnya ; 

h. melakukan koordinasi dalam rangka pengusulan 

dan pembangunan serta rehab bangunan pasar 

clan fasilitas pasar yang lainnya ; 

1. melakukan pengawasan, pcmeliharaan dan 

perbaikan untuk kelancaran kebutuhan air, 

saluran air, mesin pompa hydrant, mcsin genzet, 

panel listrik, lampu-lampu penerangan serta 

kebutuhan listrik dalam pasar ; 

j. menyusun petunjL1k leknis lencang pelaksanaan 

keamanan dan kelertiban pasar di lingkungan 

pasar serta mengadakan evaluasi pelaksanaan dan 

pengendalian keler i.iban umum ; 

k. mengikuti, menganalisa Japoran- laporan dan 

peristiwa-peristiwa yang menyangkut ketertiban 

penggunaan sarana pasar ; 

I. melaksanakan pengawasan dan pengamanan 

teknis atas pelaksanaan kegiatan pasar , 

m. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaao 

keamanan dan ketertiban pasar, menjaga ketertiban 

umum dan pemantauan keteri.i.ban di lingkungan 

pasar, serta dalam rangka cvakuasi aLau 

pemindahan pedagang yang melanggar tempat 

berjualan ke lokasi yang sudah disedia.kan ; 
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n. melakukan koordmasi dalam rangka usaha 

pencegahan terhadap bahaya kebakaran se.rta 

memberikan pengarahan centang keamanan pasar 

sen.a melakukan pemadaman kebakaran dengan 

menggunakan tabung pemadam kebakaran , 

o. melakukan koordinasi dalam rangka penyegelan 

arau pembukaan kembali tempar berjualan ; clan 

p. melaksanakan tugas lain yang bersifal kedinasan 

yang diberikan oleb Kepala Bidang Pengclolaan 

Pasar Rakyat. 

(3) Seksi Pembukuan dan Pemberc!ayaan Pasar 

scbagaimana dlmaksud dalam Pasal 12 ayat ( l) huruf c 

mempunyal tugas : 

a . melakukan penyusunan perencanaan program 

dan evaluasi pelaksanaan tugas- tugas pada Seksi 

Pembukuaa dan Pemberdayaan Pa.sar; 

b. melakukan pembukuan laporan hasil pungutan 

retribusi dan pendapaia.n pasar lainnya yang 

dilakukan olch Seksi Retribusi dan Perijinan ; 

c. melakukan adminislrasi daa pembukuan 

penerirnaan retribusi dan pendapatan pasar 

lainnya scsuai dengan peraturan perundang­

undangan; 

d. melakukan pcnyusunan laporan penerimaan 

retribusi dan pendapatan pasar lainnya ; 

e. melakukan koordinasi dan pengawasan 

administrasi atas pelaksanaan pemungutan 

retribusi : 

f. melakukan pembukuan dan pengendalian tentang 

pengeluaran karcis atau formulir-fonnulir untuk 

pcmungutan retribusi ; 

g. melakukan koordinasi pelaporan basil 

pemungutan retribusi ke bendahara penerimaan ; 

h. melakukan upaya pemberdayaan pasar melalui 

promosi pasar dan melakukan koordinasi dengan 

pihak terkait untuk pelaksanaannya; dan 

L. melak1.1kan lugas lain yang bcrsifal kedinasan 

yang diberikan oleh Kepala Bidang Pcngelolaan 

Pasar Rakyat. 
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8. Kctenll.lan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 secara 
keseluruhan bcrbunyi sebagai berikul : 

Pasal 14 

UPTD Metrologi Legal sebagaimana dlmaksud dalam 
Pasal 3 ayat ( l) hu ruJ d merupakan unit organisasi di 

Lingkungan Dina::. Perdagangan yang dipimpin oleh 
seorang Kepala UPTD serla berada di bawah clan 

bertanggu11g jawab kcpada Kepala Dinas melalui 
Sekret.aris Dinas. 

9 Ketentuan Pasal 15 diubah. sehingga Pasal 15 secara 
keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 15 

UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 mempunyai tugas: 
a. melakukan penyusuno.n 

evaluasi pelaksanaa n 

Metrologi Legal ; 

perencaaa1.1n 
lugas-tugas 

program dan 

pada UPTD 

b. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan 
pelayanan tera/tera ulang; 

c. rnelaksanakan ketatausahaan UPTD; 

d . mclaksanakan operasional metrologi legal ; 

e. melaksanakan tera dan Lerd ulang UTTP alac ukur 
takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP} ; 

r. melaksanakao penyedio.an 
sumber daya manusia 

Metrologi Legal ; 

dan peningkatan kua!itas 
da!am penyelenggaraan 

g. me laksanakan penyediaan sarana dan prasarana 
untuk menunjang penyelenggaraan metrologi legal ; 

h. melakukan penyusunan database terkait meterologi 
legal; 

i. melakukan pengawasan cerkait dengao mctrologi legal ; 

J· melalrukan pengelolaan cap tanda Lera ; 
k. mela.ksanakan koordinasi dengan instansi terkail 

dalam hal metrologi legal ; 

I. melaksanakan evaJuasi dan pelaksanaan tugas; dan 
m. melaksanakan tugas la in yang bersifat kedinasan yang 

diberikan oleh Kepala Dinas. 

10. Ketentuan Pasal 1. 6 dihapus. 
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Pasalll 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tangga1 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 

pengundangan Peraturan Walikota 
memerintahkan 

m1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun. 

Diundangkan di M A D I U N 

padatanggal 14 September 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19671213 199503 1 003 

SERITA DAERAH KOTA MADIUN 

TAHUN 2018 NOMOR 30/G 

Ditetapkan di M A D I U N 

pada tanggal 14 Septembe r 2018 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. WALIKOTA MADIUN 
SEKRETARIS DAERAH 

~=::::,,__ u.b. 
IAN HUKUM 

i 

Pembina 
NIP. 19750117 199602 1 001 



LAMPlRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN 
NOMOR 30 TAHUN 2018 
TANGGAL: 14 Se ptember 20 18 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DJNAS PERDAGANGAN 

KEPALA DlNAS PERDAGANGAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNOSIONAI., 

SEKRETARIAT 

I 
I 

Sl/B DA QIAN l/MU M SUB BAOIAN 

DAN KEUANOAN P&RENCANM!f DAtl 
KEPEOAWA!i\N 

I I 

BIDANO USAHA BIDANG PENGELOL/\AN 
PERDAGANOAN PASAR RAKYAT 

I I 

- SEKS! PBNDAITARAN PERUSAHAAN - SP.KS! Rl,."l'RlBUSI .DAN PE:RIZINA N 

- SEJ(SI SARANA PRASARANA DAN - SEKSI STABIUSASI BARANO POKOK KET'ERTIBAN 
DA.N PEIITINQ 

- SEKSI PEMBUKUAN DAN 
- SEKSI PROMOS! PBRDAOANOAN PBMDERDAYMN PASAR 

WALIKOTA MADIUN 

Ul'l'D 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum, 


